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PUTUSAN
Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Dmk

pa ) Cran ) &) sy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di -Kabupaten Demak, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman semula bertempat tinggal
di -Kabupaten Demak. Dan sekarang tidak diketahui
keberadaannya, XXXX XXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXX XX XXXX
XXXXXXX XXXXXK XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXXXX, Sebagali
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 23 Juli 2024, terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Dmk

tanggal 23 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya

sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya
dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2009 M, yang
bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1430 H, yang dicatatkan di KUA
Kec. Demak Kab. Demak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
No. 277/27/V111/2009 tertanggal 09 Agustus 2009;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
-Kabupaten Demak, selama 15 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
layaknya suami istri, bakda dukhul dan mempunyai dua orang anak yang
bernama:
- -, Laki-laki, Lahir di Demak 20 November 2009. (yang sekarang
dalam asuhan Penggugat);
- -, Laki-laki, Lahir di Demak 22 September 2016. (yang sekarang
dalam asuhan Tergugat);
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat
bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya, pada sekitar tanggal 10 Januari 2023, Penggugat
dan Tergugat bertengkar karena permasalahan yang sama. Yang akibatnya,
Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit akan tetapi hingga sekarang tidak
ada kabar dan tidak ada pulang hingga sekarang tidak diketahui
keberadaannya, yang jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa sejak kejadian pada posita 5 di atas, Penggugat dan Tergugat
pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah 1
tahun 6 Bulan, lamanya. Dan selama itu pula antara Penggugat dan
Tergugat tidak saling kunjung serta putus komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun gagal;
8. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi
unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami
dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan
selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, untuk
kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat
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kepada mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut
ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon
agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini
berkenan memeriksa dan memutus :
PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT

terhadap Penggugat PENGGUGAT;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak

yang bernama : -, Laki-laki, Lahir di Demak 20 November 2009, Dengan

tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak
tersebut;

4, Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :
- Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah
ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang
lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita
Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor
1391/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk
mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari
Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor

3321116408900008, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan
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dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 10 November 2012, bukti
tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis
diberi kode P.1;
2. Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 277/27/V111/2009
tanggal 9 Agustus 2009, yang dikeluarkan dari KUA Demak Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup
dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor
3321.AL.T.2010.55721, vyang dikeluarkan dari Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 04 Mei
2010, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh
Ketua Majelis diberi kode P.3;
4, Fotokopi surat keterangan pergi nomor 302/VI1/2024 tanggal 22
Juli 2024 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Bango Kecamatan Demak
Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan
dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya,
diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. SAKSI 1 umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxXxxxxxxxx tempat tinggal
di KABUPATEN DEMAK;, saksi dipersidangan di bawah sumpah telah
memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah pakde Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun
2009 dan dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama ikut Penggugat dan anak
yang kedua ikut Tergugat;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama;
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-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penguggat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangganya mulai tidak
rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari
tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang
tidak diketahui keberadaannya,;

-Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

-Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama saat ini diasuh oleh
Penggugat.

-Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan baik dan sehat.

-Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada
anaknya.

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat,
akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2 umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Xxxxxxxxxx tempat tinggal
di KABUPATEN DEMAK;, saksi di persidangan di bawah sumpah telah
memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun
2009 dan dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama ikut Penggugat dan anak
yang kedua ikut Tergugat;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah kediaman bersama,;
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-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penguggat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangganya mulai tidak
rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat.

-Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari

tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang

tidak diketahui keberadaannya,;

-Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

-Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama saat ini diasuh oleh

Penggugat.

-Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat

dalam keadaan baik dan sehat.

-Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada

anaknya.

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat,

akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan
selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatanya dan mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal
yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara
sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah terurai diatas;
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah
melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi
absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide
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Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal
14 dan Pasal 1 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal
2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil
dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangannya itu tanpa
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa
Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125
HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA
Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat mengajukan cerai
menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. “Antara
suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan
P.4, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya
dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan
Penggugat, bukti tersebut dikeluakan dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat
yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil,
adapaun secara materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk
maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan
kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa duplikat
Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan
Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa selama
pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -, yang
sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang diajukan Penggugat berupa Surat
Keterangan Kepala Desa, bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan
dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Januari 2023 Tergugat sudah pergi
meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak
diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan ini
dianggap telah mengabaikan hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan
Penggugat, namun demikian Penggugat tetap mengajukan saksi-saksi yang
akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang
diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang
didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan
pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian
keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu
keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksi
dapat diperoleh fakta peristiwa dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) anak, anak yang
pertama bernama -, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2023
rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
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- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan
sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama
sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah
memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan
sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat adalah merupakan
bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup
serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam
persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga
sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan
indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki
kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang
menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai
pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) dan Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana
tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi
terwujud;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan adanya
usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil, kerena itu dianggap telah memenui ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengutip referensi figh yang terdapat
dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz | halaman 83 yang diambil alih
menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

&z 2 plg pazgill sl o Llavas gaz GMall plos pMawY, L] 25,
OV Tou s1£ Do 6900 Tloill alou | puss s>y tho Vg g Lo Lgas

ol b olls lang 3 sgoll ol ez g il a5l (e oSy Yl olins Ll joiawl
alloxll g,
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Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat
lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa
ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini
adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat
keadilan”.

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah
tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan
dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim
berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan
Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu
minta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama -, yang sekarang ikut
Penggugat dan anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun
dan selama ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibunya) sedangkan
ayahnya tidak pernah ada kabar beritanya sehingga Majelis Hakim
menganggap anak tersebut telah memilih Penggugat (ibunya) pihak orang tua
yang mengasuhnya, maka dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, permintaan Penggugat tersebut dapat
dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan
terhadap anak tersebut pada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak
yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -,
maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat
untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut,
apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi
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Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh
anak).

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama -, lahir tanggal 20 November 2009,
tetap berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan
kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk
bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati
sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Makali Drs. H. Humaidi
Panitera Pengganti,

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp  380.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
Panggilan : Rp  100.000,00
5. Biaya Penyumpahan

6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

7. Biaya Meterai . Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 625.000,00
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